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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas 

permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
1
 

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran 

penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik 

pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar untuk 

kemakmuran rakyat.
2
 Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke 

dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
3
 Jalan 

umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan 

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
4
 Penguasaan atas jalan 

ada pada negara.
5
 Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah 

untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.
6
 Wewenang pemerintah 

provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan 

provinsi.
7
 Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengawasan jalan provinsi.
8
 

 Karena jalan mencakup kepentingan publik maka diserahkan 

kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tergantung status jalan 

nya. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang pemegang 

kekuasaan negara yaitu Presiden, Presiden tidak memegang kekuasaan 

                                                           
1
 Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 1 ayat 4 

2
 Ibid., pasal 5 ayat (1). 

3
 Ibid., pasal 8 ayat (1). 

4
 Ibid., pasal 9 ayat (1). 

5
 Ibid., pasal 13 ayat(1). 

6
 Ibid., pasal 13 ayat (2). 

7
 Ibid., pasal 15 ayat (1). 

8
 Ibid., pasal 15 ayat (2). 
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sendiri namun dibantu oleh wakilnya yaitu Wakil Presiden untuk tetap 

menjalankan kekuasaannya.
9
 

 

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi 

ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak 

dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 

dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 

ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 

hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 

delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang 

pelaksanaan wewenang tersebut; 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans 

memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 

wewenang tersebut. 

f. Adanya keikhlasan atau kesediaan atasan untuk memberikan 

pelimpahan, dengan adanya keikhlasan dan kesediaan yang 

tulus akan menibulkan hubungan kejiwaan yang dekat antara 

atasan dan bawahan tersebut hal ini penting untuk 

menimbulkan rasa percaya diantara keduanya. 

g. Tugas dan wewenang yang diserahkan harus jelas, bawahan 

mengerti keinginan atasan dengan adanya pelimpahan itu, 

tugas, wewenang demikian pula tanggung jawabnya harus 

dirumuskan dengan jelas. Ketidakjelasan akan menimbulkan 

                                                           
9
 Indonesia (b), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4. 



2 
 

 
 

kesukaran – kesukaran dalam realisasinya, karena tidak tahu 

arah atau batas – batas yang boleh dan tidak dapat dilakukan.
10

 

 

 Setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. 

Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
11

 

 

Pemerintahan Daerah dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan 

sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 

urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 

daerah. 

 

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahannya memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat dan dengan 

Pemerintahan Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, 

dan sumber daya lainnya. 

                                                           
10

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ed. Revisi, cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013) hal. 104-105. 
11

 Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 ayat (2). 
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Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai 

berikut: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

abupaten/Kota 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas Daerah Kabupaten/Kota dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
12

 

 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai 

berikut: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah 

Kabupaten/Kota 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan/atau 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
13

 

Pentingnya sarana Transportasi dalam perkembangan dunia bersifat 

multidimensi. sebagai contoh, salah satu fungsi dasar Transportasi adalah 

menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para 

pembuat barang dengan para pelanggannya. Dari sudut pandang yang lebih 

luas, fasilitas Transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke 

                                                           
12

 Ibid., pasal 13 ayat (3). 
13

 Ibid., pasal 13 ayat (4). 
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tempat kerja, pasar, dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses ke 

sarana-sarana kesehatan, pendidikan dan sarana lainnya.
14

 

Alat Transportasi Bus di kebanyakan belahan dunia saat ini 

tidaklah mendorong besarnya keinginan baik pelanggan. Pelayanan Bus 

seringkali tidak dapat diandalkan, tidak nyaman, dan berbahaya. 

Sebaliknya, para pembuat rencana Transportasi dan Pejabat Publik 

terkadang malah berbalik pada alternatif angkutan umum seperti kereta 

Metro. Namun ada suatu alternatif antara layanan untuk orang tidak berada 

dan beban kota yang tinggi. Bus Rapid Transit (Angkutan Bus Cepat / 

BRT) bisa memberikan layanan angkutan berkualitas tinggi seperti Metro 

dengan besar biaya hanya sebagian dari biaya pilihan-pilihan lainnya. 

Saat ini, konsep BRT ini semakin meningkat pemanfaatannya di 

kota-kota sebagai solusi angkutan yang murah. Karena muncul percobaan-

percobaan baru dalam BRT, pembaharuan dalam BRT ini terus 

berkembang. Secara umum, BRT adalah angkutan berorientasi pelanggan 

yang berkualitas tinggi, yang memberikan mobilitas perkotaan yang cepat, 

nyaman, dan murah. BRT juga dikenal dengan nama lain di berbagai 

tempat, termasuk Sistem Bus Berkapasitas Tinggi, Sistem Bus Berkualitas 

Tinggi, Bus-Metro, Sistem Bus Ekspres, dan Sistem busway. 

Ciri-ciri utama sistem BRT meliputi: 

a. Jalur bus terpisah 

b. Naik dan turun kendaraan yang cepat 

c. Stasiun dan terminal yang bersih, aman, dan nyaman 

d. Penarikan ongkos sebelum berangkat yang efisien 

e. Penandaan yang jelas dan mudah dikenali, dan tampilan informasi 

yang serta merta (real time) 

f. Prioritisasi angkutan di persimpangan 

                                                           
14

 C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, ed. 3. (Jakarta: 

Erlangga, 2005). hal 1. 



5 
 

 
 

g. Integritas moda stasiun dan terminal 

h. Teknologi bus yang bersih 

i. Identitas pemasaran yang canggih 

j. Layanan pelanggan yang saat baik.
15

 

Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut BRT adalah 

jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan 

Bus pada jalur khusus.
16

 

Prasarana sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem 

BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur Khusus, Jembatan 

Penyebrangan Orang, Terowongan Penyebrangan Orang, Halte/Stasiun, 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar, Terminal dan Depo, termasuk segala 

peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT 

yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas 

dan berorientasi kepada pengguna.
17

 

Untuk menunjang kelancaran sistem BRT tersebut harus didukung 

oleh adanya Jalur Khusus. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan 

umum yang diperuntukkan sebagai Jalur Khusus untuk sistem BRT yang 

terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan Separator Jalur 

Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
18

 Armada juga salah 

satu faktor kelancaran sistem BRT. Armada adalah suatu angkutan massal 

yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak didalam jalur 

khusus BRT.
19

 Dalam hal kewenangan dan kewajiban badan usaha BRT. 

Pengoperasian sistem BRT dilakukan oleh badan usaha BRT, yang 

                                                           
15

 Lloyd Wright, Angkutan Bus Cepat, (Braunschweig : TZ Verlagsgesellschaft mbH, 

2002), hal. 1. 
16

 Indonesia (d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang pengelolaan sistem bus rapid transit Pasal 1 ayat (9). 
17

 Ibid., pasal 1 ayat (11). 
18

 Ibid., pasal 1 ayat (12). 
19

 Ibid., pasal 1 ayat (20). 
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pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20

 Dalam melakukan 

pengoperasian sistem BRT, badan usaha BRT berwenang dalam hal :  

a. Menjalankan usaha sistem BRT; 

b. Mengoperasikan dan merawat prasarana sistem BRT; 

c. Mengelola dan memanfaatkan prasarana dan sarana sistem BRT 

yang pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh Badan 

Usaha BRT, serta aset Badan Usaha BRT  lainnya untuk 

menghasilkan pendapatan non- tiket; 

d. Mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian Armada; 

e. Mengelola layanan integrasi bus umum dan moda transportasi 

lainnya ke dalam sistem BRT; 

f.  Mengelola dan mengendalikan Sistem tiket; dan 

g. Membangun dan menjalankan usaha Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar untuk mendukung operasional Sistem BRT.
21

 

Transjakarta/BRT saat ini adalah salah satu moda Transportasi 

yang sangat diandalkan oleh masyarakat Ibukota Jakarta khusus nya oleh 

pengguna Transportasi umum karena disebut-sebut sebagai Transportasi 

anti macet sebab Transjakarta mempunyai Jalur Khusus yang kendaraan 

lain tidak boleh masuk ke jalur tersebut. Jalur tersebut dipisahkan oleh 

jalan umum dengan pemisah yang namanya Separator Jalur Khusus. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin 

mengangkat tema ini dengan judul skripsi “KEBIJAKAN 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 

JAKARTA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN 

BAGI LAYANAN BUS TRANSJAKARTA/Bus Rapid Transit” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

                                                           
20

 Ibid., pasal 6 ayat (1). 
21

 Ibid., pasal 6 ayat (2) 



7 
 

 
 

 

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dalam penyelenggaraan  Bus Transjakarta di Daerah Khusus 

Ibukota ? 

2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dalam penyediaan infrastruktur jalan bagi Armada Bus 

Transjakarta ? 

3. Bagaimana pandangan islam memandang kebijakan Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyediaan 

infrastruktur jalan bagi layanan Bus Transjakarta ?  

  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 

Tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, yaitu mencari 

jawaban atas permasalahan pokok penelitian.
22

 

 

1. Untuk mengetahui kewenangan  Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan Bus Transjakarta di Daerah 

Khusus Ibukota. 

2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta dalam penyediaan infrasturktur jalan bagi armada Bus 

Transjakarta. 

3. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap kebijakan Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyediaan 

infrastruktur jalan bagi layanan Bus Transjakarta. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
                                                           

22
 Tommy Hendra purwaka, Meteodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2007),  hal 49. 



8 
 

 
 

 

Manfaat penelitian lazimnya terdiri atas 2 macam kegunaan atau 

manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari 

suatu penelitian adalah  memberikan pemahaman tentang masalah pokok 

penelitian kepada pihak-pihak yang membaca laporan penelitian tersebut. 

Manfaat praktis dari suatu penelitian adalah bahwa penelitian tersebut 

memberi gambaran jelas bagimana persiapan dan pelaksanaan penelitian 

dilakukan, serta bagaimana laporan dibuat.
23

 

 

1. Secara Teoritis 

 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum 

Administarsi Negara terkait ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dalam penyediaan infrastruktur jalan bagi layanan Bus 

Transjakarta. 

 

2. Secara Praktis 

 

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penyelenggara layanan bus 

transjakarta, menjamin adanya kepastian hukum, termasuk 

memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam 

penyediaan infrasturktur jalan bagi layanan Bus Transjakarta 

 

 

                                                           
23

 Ibid., hal. 50. 
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E. KERANGKA KONSEPTUAL 

 

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); 

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
24

 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25

 

3. Jalan adalah prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, 

diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta 

diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel.
26

 

4. Bus Rapid Transit adalah moda transportasi massal berbasis bus yang 

mempunyai desain, pelayanan dan infrastruktur yang dikustomisasi 

untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyingkirkan hal-hal seperti 

penundaan kedatangan dan keberangkatan yang sering ditemui pada 

sistem bus biasa. BRT menawarkan mobilitas, biaya terjangkau, jalur 

khusus, halte yang tertutup, sistem pembayaran di halte bus dan sistem 

informasi yang baik bagi penumpangnya. Atau disingkat BRT adalah 

sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari 

infrastruktur, kendaraan dan jadwal.
27

 

 

                                                           
24

 KBBI “kebijaksanaan”  https://kbbi.web.id/bijak, diakses pada tanggal 16 maret 2019 
25

 Indonesia (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , 

op.cit., pasal 1 ayat (3) 

              
26

 Indonesia (a), loc.cit. 
27

 “Bus rapid transit” http://www.itdp-indonesia.org/what-we-do/bus-rapid-transit-brt/,  

diakses pada tanggal 16 maret 2019. 

https://kbbi.web.id/bijak
http://www.itdp-indonesia.org/what-we-do/bus-rapid-transit-brt/
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F. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang 

penulis untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai apa yang diharapkan 

dengan tepat dan terarah, maka penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

 

1. Jenis penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

mungkin mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier.
28

 

 

2. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, data sekunder antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan 

seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan 

hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni, bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
29

 Dimana dalam 

penulisan ini penulis menggunakan 3 macam bahan hukum tersebut. 

 

a) Data Primer 

                                                           
28

 Soerjono soekanto, Pengangtar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press), hal. 52. 
29

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : Penerbit Universitas 

Indonesia, 2014), hal. 12. 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Yakni perilaku warga masyarakat.
30

 Dalam 

kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dan observasi. 

 

b) Data Sekunder 

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi 

tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum dan jurnal-jurnal hukum.
31

 

 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, 

peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di 

indonesia dan terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 

c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 

d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit 

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Transportasi 

f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 

Tentang Marka Jalan 

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang pembentukan produk hukum daerah 

                                                           
                

30
 Ibid.  

31
 Soekanto op.cit., hal 52. 
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h) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor 

33 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal 

Layanan Angkutan Umum Transjakarta 

i) Keputusan Gubernur nomor 110 tahun 2003 Tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transjakarta-Busway Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 

j) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 Tentang  Pembentukan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Layanan Umum 

Transjakarta busway 

 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak 

atau belum pernah diformalkan melalui proses yang formal 

sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan 

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum, dan sebagainya. 

 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum 

tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia 

dan berbagai sumber dari situs internet.
32

 

 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah 

dengan cara studi kepustakaan yaitu mencari dan 

                                                           
32

 Ibid. 
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menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan bahan 

hukum yang masih relevan yang berhubungan dengan penelitian 

ini.  

 

 

4. Analisis Data 

Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang 

mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang 

utuh.
33

 

 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi 

skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Kerangka Konseptual, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

BAB II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan 

beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum 

Kebijakan, tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah, tinjauan umum 

tentang Jalan, tinjauan umum tentang Bus Rapid Transit. 

 

BAB III adalah hasil penelitian dimana penulis akan menguraikan dan 

membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah. 
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2002), 

hal  37. 
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BAB IV adalah menjelaskan pandangan islam terhadap Kebijakan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan infrastruktur jalan bagi 

layanan Bus Transjakarta/BRT. 

 

BAB V dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran tentang apa 

yang dijelaskan pada penelitian ini. 

 

 


